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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan
Ricouer (via Santoso, 2009: 18 -25) discourse merujuk pada bahasa yang dipakai dengan kalimat sebagai satuan/unit pembentuknya, sedangkan wacana dipahami sebagai peristiwa bahasa dengan empat ciri yang menyertainya yaitu (1) wacana selalu terkait denngan tempat dan waktu tertentu, (2) wacana selalu memiliki subjek, yakni siapa yang berbicara, (3)wacana selalu menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan, merujuk pada dunia yang sedang digambarkan; dan (4) wacana merupakan lokus  terjadinya proses komunikasi. 

Ada hal penting kaitannya dengan wacana, yaitu (a) ujaran/pernyataan tidak hanya sekadar rangkaian kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan fungsi lainnya; tetapi  wacana harus dipahami sebagai makna. Atau menurut, Thohir (2007) dalam teks/wacana kehidupan terdapat lapisan-lapisan realitas, seperti realitas empirik, realitas simbolik, realitas makna, realitas ide, dan terakhir world-view.
Bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) wacana tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Dari pandangan ini pulalah muncul tesis Foucault bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, tetapi dalam praktik. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelengara kekuasaan (pemerintah) selalu memproduksi pengetahuan sebagai bais dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan yang samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Pada gilirannya, wacana (tertentu) menghasilkan pengetahuan dan kebenaran (tertentu) yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran bagi Foucault tidak datang dari langit, tetapi ia diproduksi oleh penguasa yang disebarkan lewat wacana yang dibentuknya. Jadi, khalayak tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tetapi lewat wacana Misal, wacana yang berupa prosedur, aturan, tata cara, surat edaran, dan produk hukum lainnya. 

Kekuasaan di dalam masyarakat modern tidak dilakukan secara eksplisit, terang-terangan, tetapi justru secara tersamar lewat praktik “pendisiplinan”. Lewat disiplin tersebut, khalayak dikontrol tanpa mereka sadari. Kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan di mana-mana. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault (via Eriyanto, 2011) menjelaskan bahwa ahubungan antara simbol dan yang disimbolkan bukan hanya lewat referensial, melainkan lewat produksi dan kreasi. Simbol yang dihasilkan (baca: wacana) antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, agama yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, tetapi ikut  menghasilkan perilaku, nilai-nilai, dan ideologi. Kehidupan bukan diatur lewat serangkaian represi, melainkan melalui kekuatannya memberi definisi dan melakukan regulasi. Individu tidak hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk,dikontrol, dan disiplinkan.
Akhir-akhir ini menarik untuk diperhatikan wacana yang dibangun oleh pemerintah di satu sisi dan oposisi di lain pihak. Kasus Nazarudin kiranya dapat diambil sebagai contoh. Kubu pemerintah, khususnya partai Demokrat mati-matian mewacanakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nazarudin sebagai kelakuan “oknum” bukan representasi partai. Sebaliknya, kaum oposisi membangun wacana bahwa Nazarudin adalah salah satu mesin partai untuk mengeruk uang negara. Akibat perseteruan ini muncullah statatemen Anas Urbaningrum yang semakin menimbulkan “kegaduhan” politik. Ada yang menyebut Anas sudah kehilangan akal dan irasional, tetapi ada juga yang menyebut bahwa hal itu sebagai peneguh bahwa dia benar-benar tidak terlibat. 

Hal menarik lainnya adalah  kasus yang masih hangat yaitu tentang perlu atau tidaknya harga BBM dinaikkan. Meskipun sudah diketahui bersama bahwa akhirnya diputuskan harga BBM tidak dinaikkan, tetapi ada hal yang menarik yaitu tentang sikap politik PKS dan statemen petinggi Golkar yang telah berhasil menggiring angota DPR untuk menyetujui gagasan Golkar (pasal 7 ayat b). Yang ternyata di  kemudian hari diketahui bahwa hal itu sebagai bentuk kompromi politik antara partai penguasa (Demokrat) dan Golkar. Di sisi lain, partai oposisi yang dimotori PDIP, Gerindra, dan Hanura merasa bahwa inilah keberhasilan partainya dalam membela rakyat (miskin). 
Dari uraian di atas menarik untuk ditelusuri jejak alur berpikir para politikus kubu Pemerintah  dan partai opisisi dalam membangun wacana. Dari sini pula dapat pula dikaji untuk membuktikan apakah benar  bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai alat kekuasaan.    Untuk membuktikan hal itu, di sini akan dilakukan pengkajian terhadap penggunan bahasa yang dilakukan oleh para ploitikus yang berada di kubu Pemerintah dan kubu oposisi dalam menanggapi masalah/kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM. 
1.2 Tujuan Penenlitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah benar bahwa bahasa merupakan (salah satu) alat kekuasaan atau  setidaknya untuk mengetahui relasai antara bahasa dan kekuasaan. Relasi penggunaan bahasa dan kekuasaan tersebut apakah hanya bersifat opini ataukah sebagai alat untuk merebut kekuasaan dalam tataran ide(ologi). Secara konkret penelitian ini akan berusaha menjawab hal-hal berikut:
1. Ditemukannya alur berpikir/argumentasi politikus yang “mewakili” partainya (Pemerintah dan Oposisi);

2. Ditemukannya strategi bertutur/berkomunikasi oleh masing-masing kubu;

  3. Ditemukannya pilihan kata/penggunaan kalimat yang sering digunakan oleh masing-masing kubu;
4. Ditemukannya ada/tidaknya relasi antara bahasa dan kekuasaan; dan

5. Ditemukannya  bahasa, khususnya wacana politik kubu pemerintah dan “oposisi” 
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Wacana dan Kekuasaan
Bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) wacana tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Dari pandangan ini pulalah muncul tesis Foucault bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, tetapi dalam praktik. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelengara kekuasaan (pemerintah) selalu memproduksi pengetahuan sebagai bais dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan yang samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Pada gilirannya, wacana (tertentu) menghasilkan pengetahuan dan kebenaran (tertentu) yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran bagi Foucault tidak datang dari langit, tetapi ia diproduksi oleh penguasa yang disebarkan lewat wacana yang dibentuknya. Jadi, khalayak tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tetapi lewat wacana Misal, wacana yang berupa prosedur, aturan, tata cara, surat edaran, dan produk hukum lainnya. 
Kekuasaan di dalam masyarakat modern tidak dilakukan secara eksplisit, terang-terangan, tetapi justru secara tersamar lewat praktik “pendisiplinan”. Lewat disiplin tersebut, khalayak dikontrol tanpa mereka sadari. Kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan di mana-mana. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault (via Eriyanto, 2011) menjelaskan bahwa ahubungan antara simbol dan yang disimbolkan bukan hanya lewat referensial, melainkan lewat produksi dan kreasi. Simbol yang dihasilkan (baca: wacana) antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, agama yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, tetapi ikut  menghasilkan perilaku, nilai-nilai, dan ideologi. Kehidupan bukan diatur lewat serangkaian represi, melainkan melalui kekuatannya memberi definisi dan melakukan regulasi. Individu tidak hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk,dikontrol, dan disiplinkan.

2.2 Produksi Wacana
Studi analsisis wacana bukan sekedar mengenai pernyataan (kumpulan kalimat), melainkan juga mengkaji struktur dan tata aturan dari wacana dalam mengekpresikan realitas. Realitas bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) merupakan seperangkat kontruk  yang dibentuk melalui wacana. Wacana membatasi bidang pandangan kita. Contoh tentang realitas/objek PKI. Pada masa Orla merupakan partai yang diakui Pemerintah bahkan termasuk 5 partai terbesar pada saat itu, tetapi pada masa Orba merupakan partai terlarang. Melihat contoh ini menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan masyarakat yang marginal. Implikasinya, terdapat wacana utama (dominan) dan wacana marginal/tandingan.
2.3. Analisis Wacana versus Analisis Wacana Kritis
Paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama, diwakili oleh aliran positivisme-empiris yang melihat bahasa dipandang sebagai jembatan antara manusia dan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan baasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaktis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahaui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya sebab yang penting apakah pernyataan tersebut disampaikan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Pandangan kedua,  konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Panndangan ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan abjek bahasa. Bagi alisan ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka, tetapi justru menganggap bahwa subjek merupakan faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Bahasa dipahami dalam paradigma ini (konstruktivisme) diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan  sebagai suatu analaisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Maksud yang tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pandangan ketiga, pandangan kritis. Analaisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaana struktur tata bahasa tetapi lebih menekankan pada konstelasi kekuatan ayang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral karena sangat berkaitan dengan kekuatan sosial yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, bahasa tidak dipahami sebagai medium yang netral, tetapi sebagai representasi yang berperan mebnetuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar (ke)kuasa(an) karena bahasa selalu terkait dengan kekuasaan (Eriyanto, 2011).

2.4.1 Media dan Berita dilihat dari Pandangan Kritis
Paradigma pluralis melihat wartawan dan media sebagai entitas yang otonom. Sementara, paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan keduanya, ditampilkan dalam bentuk tabel berikut (yang diadaptasi dari Eriyanto, 2011).
	PANDANGAN PLURALIS
	ASPEK
	PANDANGAN KRITIS

	Ada fakta yang real yang diaatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal 
	FAKTA
	Fakta merupakan hasil dari suatu proses petarunhgan antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat

	Berita adalaah cermin dan refkeksi dai kenyataan, karenanya harus sama dengan kenyataan
	
	Berita bukan meupakan cermin dan refleksi dari realitas karena dipenagruhi oleh kepentingan kekuatan yang dominan (penguasa)

	Media merupakan sarana yang bebas dan netral tempat semua kelompok masyarakat untuk berdiskusi secara simeteris
	POSISI MEDIA
	Media hanya dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokkan/memarginalkan  kelompok lain

	Media menggambarkan disksui apa yang ada di masyarakat.
	
	Media hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok dominan.

	Nilai dan ideologi wartawan berada di luar proses peliputan berita
	POSISI WARTAWAN
	Nilai dan ideologi wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dana pelaporan suatu peristiwa.

	Wartawan berperan sebagai pelapor
	
	Wartawan berperan sebagai partisipan dari kelompok yang ada di masyarakat

	Tujuan peliputan dan penulisan berita: eksplanasi dan menjelaskan apa adanya 
	
	Tujuan peliputan dan penulisan berita : keberpihakan pada kelompok tertentu

	Penjaga gerbang (gatekeeping)
	
	Sensor diri

	Landasan etis
	
	Landasan ideologis

	Profesionalisme sebagai keuntunhan
	
	Profesionalisme sebagai kontrol

	Wartawan sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran
	
	Sebagai pekerja yang mempunyai posisi berbeda dalam kela sosial

	Liputan dua sisi, dua pihak, dan kredibel
	HASIL LIPUTAN
	Mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu.

	Objektif, menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pemberitaan
	
	Tidak objektif dari mewakili kelompok/struktur sosial tertentu yang lebih besar/dominan

	Menggunakana bahasa yang tidak menimbulkan multitafsir.
	
	Bahasa yang digunakan menunjukkan dari kelompok tertentu (dominan) dan memarginalkan kelompok lain


2.4.2 Karakteristik Analisis Wacana Kritis 
Badara (2012: 28 – 35) mengemukan bahwa di dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi sebagai bentuk sekaligus praktik. Wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah dialektikis  di antara peristiwa wacana tertentu dan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya,  jadi analisis wacana kritis mengkaji bagaimana penggunaan bahasa kelompok sosial (penguasa dan oposan, misalnya) yang ada saling bertarung dan mengajukan versi wacananya masing-masing. Untuk mengkaji hal tersebut, analisis wacana kritis melihat bahwa wacana pada dasarnya adalah tindakan yang terkait dengan konteks, histori, kekuasaan, dan  ideologi.
1. Tindakan

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam itu wacana diasosiasikan sebagai ben tuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal.
2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. 
3. Histori

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks historis tertentu. Misalnya, wacana PKI antara rezim Orla dan Orba sangat berbeda karena dilatari oleh konteks histris yang berbeda.
4. Kekuasaan

Di dalam Analisis wacana kritis juga dipertimbangkan elemen kekuasaan (power) di dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. 
5. Ideologi

Ideologi memiliki dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. 
2.4.3 Media Massa dan Wacana 
Badara (2012) menjelaskan bahwa surat kabar sebagai represenasi simbolis dan nilai masyarakat telah membentuk stereotipe yang sering merugikan pihak tertentu.Mereka cenderung di dalam teks sebagai pihak yg bersalah dan marginal dibandingkan dengan pihak lain. Surat kabar juga sering pula menjadi sarana salah satu kelompok menhgukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, pemosisian salah satu aktor (pelaku/subbjek) dalam berita surat kabar berkaitan erat dengan ideologi. Pemarginalan juga bisa dilakukan dengan melalui kosakata (Roger Fower, dkk viaAris Bandara, 2012: 6) yang menyatakan bahwa pilihan linguistik tertentu (kata, kalimat, proposisi) membawa nilai ideologis tertentu.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data
Penelitian ini mengambil sumber data dari media cetak yaitu koran  baik yang berskala nasional maupun lokal. Alasan pengambilan sumber data dari media cetak karena (1) mudah diperoleh, (2) dapat dikaji/diteliti secara berulang-ulang.Adapun koran/media cetak yang dijadikan sumber data adalah Kompas dan Suara Merdeka dengan alasan (1) mewakili koran yang berskala nasional (Kompas) dan lokal (Suara Meredeka), (2) keduanya beroplah besar, dan (3) memiliki jangkauan pembaca dan daerah persebaran yang cukup luas. Data yang diambil berupa pemberitaan tentang kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM. 
3.2 Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui piranti-piranti linguistik apa saja yang digunakan oleh para politikus (kubu Pemerintah dan Oposisi) dalam menanggapi dan mengemukakan gagasan tentang KN dan K-BBM. Aspek yang dianalisis meliputi (1) pilihan kata, (2) argumen yang yang mendasarinya, dan (3) alur berpikirnya. 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dari analisis data diperoleh hasil (1) pola wacana penguasa dan nonpenguasa, (2)   yang dipaparkan berikut ini.
4.1. Pola Wacana Penguasa dan Non-Penguasa (Oposisi)
Secara umum  wacana  dalam mengungkap realitas kasus Nazarudin dan Rencana Kenaikan Harga BBM terbagi ke dalam tiga pola, yaitu  (a) pola versi penguasa, (b) pola wacana faksi dari penguasa, dan (c) pola wacana kelompok oposisi, seperti kutipan data berikut.

Data 1 (wacana penguasa)
Dalam kesaksiannya, Angelina antara lain mengaku tak pernah berhubungan dengan saksi lain dalam kasus ini, Mindo Rosalina Manulang, melalui Blackberry Messenger (BBM). Angelina juga mengaku tak pernah memiliki Blackberry hingga tahun 2010.
Data 2 (wacana oposisi)

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk Mindo, terungkap adanya percakapan dengan Angelina melalui BBM. Percakapan itu, antara lain, berupa permintaan uang kepada Mindo memakai sejumlah istilah, seperti “apel malang” untuk uang rupiah dan “apel washington” untuk dollar AS. Dalam persidangan, Angelina membantah pernah berkomunikasi dengan Mindo melalui BBM.

Data 3
Hotman juga mengungkapkan soal pesta ulang tahun anak Angelina di Hotel Sultan, Jakarta. Keterangan soal waktu kepergian ke Belanda, tempat tinggal, dan pesta ulang tahun anaknya diakui oleh Angelina. Hotman pun mencocokkan dengan rekaman percakapan Mindo dengan Angelina melalui BBM.
Fakta kehidupan sudah diakui oleh saksi itu sama 100 persen dengan data percakapan antara saudara saksi dan Mindo Rosa. Apa mungkin hantu yang mengirim BBM ini,” ungkap Hotman lagi
Data 4
“Bu Angie meminta uang dan menyebut ‘apel malang’ istilah  untuk rupiah dan ‘apel washington’ untuk dollar AS, sedangkan semangka adalah untuk istilah bos besar. Istilah itu digunakan agar tak terlalu vulgar.”
Data 5 (wacana faksi penguasa)
Nazaruddin juga mengatakan, dua hari setelah direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang ditangkap KPK pada 23 April 2011, Anas mengundang dirinya ke kantor DPP Partai Demokrat.

Anas mengarahkan Nazaruddin agar melindungi Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group.

Tim jaksa berkesimpulan, Nazaruddin selaku anggota DPR telah mengatur PT DGI memenangi proyek.

4.2. Skema Wacana Wacana Penguasa

Dari data yang terkumpul, skema atau alur wacana yang memuat berita tentang kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM  adalah berlindung di balik SBY sebagai figur yang sentral baik dalam pemerintahan maupun dalam kepartaian. Dalam berbagai kesempatan dapat disaksikan dan dibaca di berbagai media massa/elektronika bagaimana Ruhut Sitompul, Soetan Batugana selalu mengedepankan SBY sebagai tokoh yang tenang, tidak grasa-grusu, bersih, demokratis. Pesan yang ingin disampaikan adalah “jadilah seperti SBY”.  Betapa sentralnya peran SBY tampak ketika terjadi keributan untuk menurunkan posisi Anas Urbaningrum yang diusulkan oleh berbagai faksi, selesai setelah mereka dikumpulkan di rumah kediamannya, Cikeas, Bogor.Dari sini lalu dibangun “kebenaran” bahwa apa yang selama ini tindak korupsi yang dilakukan atau dituduh dilakukan itu bukan oleh partai, tetapi oleh oknum. Skema berikutnya adalah bahwa yang melakukan tindak korupsi tidak hanya dari parati demokrat saja, tetapi juga dari partai lain. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bersama. Dan karena itu, solusinya adalah serahkan saja pada penegak huku. Dalam kaitan ini opini yang dikembangkan adalah bahwa SBY (penguasa) tidak akan dan tidak munkin akan melakukan intervensi. Oleh karena itu, betapa pentingnya pemahaman azas praduga tak bersalah.

 Sebaliknya, kelompok oposan dalam membangun wacana ke publik menggambarkan tentang kegagalan Pemerintah dalam mengelola pemerintahan terutama  dalam upayanya mensejahterakan rakyat. Isue rencana kenaikan harga BBM sebagi pintu masuk untuk menggambarkan kegagalan tersebut yang dinilainya kebijakan yang tidak pro-rakyat seperti kutipan berikut ini.

“Kenaikan Harga BBM Ancam PHK 4.000 Buruh”

· Ratusan kalangan buruh yang tergabung dalam DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Kamis (29/3).
· Menurut Koordinator Aksi Edi Susilo, kenaikan harga BBM akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Tercatat ada sekitar 4.000 buruh di Kota Pekalongan yang terancam kehilangan pekerjaan jika pemerintah menaikkan harga BBM. "Jika pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM, maka sekitar 4.000 buruh di Kota Pekalongan akan terkena PHK," tegasnya
· Karena itu, kalangan buruh meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM yang akan diterapkan mulai 1 April mendatang. Padahal, kata dia, kenaikan UMK yang tahun ini belum memenuhi kebutuhan hidup layak buruh. 

· "Jika harga BBM naik, buruh akan semakin terjerat. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan kesejahteraan buruh," sambungnya. Apabila pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM, mereka mengancam akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
“Rencana Kenaikan Harga BBM Dongkrak Harga Bahan Pokok”

· "Semua kebutuhan naik, ini sangat memberatkan, terutama bagi kami masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap," kata Turji`i, warga Kampung Kadongdong, Pandeglang.

Skema atau alur kedua adalah bahwa Pemerintahan ini korup dengan menyebut Partai menjadi mesin politik untukmngeruk kekayaan negara. Ini terbukti keterlibatan sejumlah pengurus partai penguasa, seperti Nazarudin, Angelina Sondakh,  Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum (meskipun belun semuanya terbukti bersalah secara hukum). Hal ini bertentangan dengan jargon mereka, “katakan tidak pada korupsi”. Ini artinya Penguasa melakukan kebohongan publik. Oleh sebab itu, Pemerintah dinilai gagal. Karenanya (sebaiknya) mundur sebagaimana sering kita saksikan dalam berbagai demo masyarakat.
4.3. Deskripsi Linguistik Wacana Penguasa dan Non-Penguasa (Oposisi)

Pilihan kata, kalimat (Penguasa: kalimat aktif, dan pemfokusan)
Di bawah ini dikutipkan sejumlah kalimat dari wacana  kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM yang mewakili dua kubu, yaitu kubu/kelompok Penguasa dan Opisisi serta dari “kubu netral.” 

1. KPK akan memanggil semua nama (yang disebutkan Mindo Rosalinna) jika sudah cukup bukti.
2. Anas Urbaninrum, “Itu dagelan, bukan kesaksian.”

3. Mallarangeng membantah terlibat dalam kasus Hambalang.

4. Mallarangeng mempersilakan KPK jika memang ada bukti.

5. Mallarangeng mengatakan bahwa ucapan Nazarudin tidak benar.

6. Ketua advokasi dan bantuan hukum pengurus pusat partai Demokrat (Denny Kailimang) mengatakan bahwa sejauh ini (kesaksian Mindo dan Nazarudin) hanyalah tudingan tanpa dasar.

7. Tudingan-tudingan selama ini hanya untuk mengalihkan perhatian dan hanya untuk mengusik partai Demokrat. 

8. Wakasekjen partai Demokrat, Saan Mustopa menuding kasus ini (Hambalang) dipakai untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dan pemerintah pada umumnya.

9. Angie berbohong.

10. M. Nazarudin meragukan keterangan Angie.
11. Mindo mengaku pernah melihat mobil dengan plat AU (Anas Urbaningrum) di kantor Permai Group.

12. Ia (Mindo) juga membenarkan sebutan ketua besar merujuk AU.

13. Mindo juga menyebutkan nama unsur pimpinan banggar DPR (Mirwan Amir, Mahyudin, Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Sutan BathoeganaAndi Mallarangeng, Choel Mallarangeng).

14. Mindo mengakui isi percakapan BBM dengan Angie.

15. Pemerintah menyediakan dana sekitar 22 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
16. Pemerintah merencanakan empat program kompensasi bagi masyarakat.
17. Alasan klasik yang tidak masuk akal.
18. Seharusnya Pemerintah mencari solusi yang cerdas dan mendasarkan pada kepentingan nasional.

19. Semua kebutuhan naik, ini memberatkan bagi rakyat miskin.

20. Warga mengeluhkan harga bahan pokok sejak ada rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.
21. Rencana kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional.

Dari 21 kalimat di atas dapat diamati  bahwa pilihan kata dari kubu Penguasa dan Oposisi serta kelompok “netral” berbeda. Kalimat (1) pilihan kata akan bisa dimaknai  KPK tidak akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah nama yang disebutkan tersangka Mindo, terutama tokoh besar/tokoh yang kuat. Hal ini terbukti sampai sekarang Anas Urbaningrum meskipun menurut berbagai kalangan tidak ada alasan lagi untuk tidak menangkap Anas. Sebab, seperti yang pernah dikemukakan  wakil KPK bahwa ada kekuatan besar di balik kasus Nazarudin. Pilihan kata jika ... secara linguistik bermakna syarat. Makna syarat tersebut bisa dimaknai jika aman (tidak berakibat pada pencopotana jabatan,  dan sekaligus untuk mengamankan Penguasa dan untuk mengamankan agar tidak ada gejolak di masyarakat. Pilihan akan ... dan jika ... bisa juga dimaknai “akan hilang dengan sendirinya dan atau untuk mengalihkan ke hal lain.  
Pilihan kata pada kalimat (2) sampai dengan (5) tampak sekali upaya politikus dari kubu Penguasa untuk mencoba meyakinkan pada publik bahwa tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Bahkan Anas Urbaningrum kesaksian Nazarudin dan lainnya dianggap sebagai dagelan. Begitu juga Andi Mallarangeng yang memilih kata membantah, mempersilakan, dan (kesaksian Nazarudin) tidak benar dalam menanggapi tuduhan masyarakat terutama kubu oposan meskipun sekarang terbukti sudah dijadikan tersangka.

Pembelaan terhadap para petinggi partai Penguasa pun dilakukan oleh kelompoknya, seperti diperlihatkan melalui kalimat (6) s.d. (8) yang mengatakan bahwa sejauh ini kesaksian Mindo dan Nazarudin hanyalah tudingan tanpa dasar, dan tudingan-tudingan selama ini hanya untuk mengalihkan perhatian , serta hanya untuk mengusik partai Demokrat. Begitu juga yang dikatakan Wakasekjen partai Demokrat, Saan Mustopa menuding bahwa kasus ini (Hambalang) dipakai untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dan pemerintah pada umumnya.


Hal yang berbeda ditemukan pad pilihan kata yang dilakukan oleh anggota faksi Penguasa dan atau kubu/kelompok Oposan. Diksi yang dipilih mengarah pada pembenaran (berdasarkan bukti dan kesaksian) dan menyudutkan para pengurus partai Penguasa, seperti (Angie) berbohong, (M. Nazarudin) meragukan keterangan Angie, (Mindo) mengaku pernah melihat mobil dengan plat AU (Anas Urbaningrum) di kantor Permai Group, Dia (Mindo) juga membenarkan sebutan ketua besar merujuk AU, (Mindo juga) menyebutkan nama unsur pimpinan banggar DPR seperti Angelina Sondakh, Sutan BathoeganaAndi Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan (Mindo) mengakui isi percakapan BBM dengan Angie.
Wacana yang dibangun untuk mempertahankan kekuasaan melalui  “kasus” rencana kenaikan harga BBM, Partai Penguasa menggunakan pilihan kata yang bermakna bahwa apa yang dilakukan/diambil adalah hal yang tak terelakkan dan juga Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam memperhatikan rakyatnya terutama yang miskin memlalui berbagai program seperti BLSM, beasiswa, dan lain-lain. Sebaliknya, kubu Oposan menganggap bahwa tindakan Pemerintah/Penguasa tersebut adalah tindakan yang bodoh dan tidak rasional. 

Selain menggunakan diksi, strategi yang dilakukan untuk membangun wacana publik adalah melalui piranti linguistik pemfoukusan. Contoh kalimat 17 sampai dengan 21 menunjukkan strategi yang digunakan Partai Penguaasa dan Oposan berbeda. Strategi yang dibangun oleh Pemerintah atau dalam hal ini Partai Penguasa dengan lebih mengedepankan langkah/program yang akan dilakukan ketika harga BBM akan dinaikkan. Hal itu terlihat pada kalimat (15) Pemerintah menyediakan anggaran 22 triliun  lebih ditonjolkan dibandingkan dengan informasi kenaikan harga BBM, sedangkan pada kalimat  (16) yang ditonjolkan adalah program pemerintah  berupa BLSM, beasiswa, dll. yang akan dijalankan jika kenaikan harga BBM dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan wacana yang dibangun oleh kubu/kelompok Oposisi, seperti tampak pada kalimat (17) sampai dengan (21). Kelompok/kubu Oposisi membangun wacana yang memberi penilaian negatif terhadap Pemeintah/Partai Penguasa dengan lebih memfokuskan klausa alasan yang klasik dan tidak masuk akal  dalam menanggapi langkah Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM di tengah jerit tangis masyarakat miskin dan himpitan ekonomi. Lebih vulgar  lagi tampak pada kalimat (18 ) yang dikatakannya seharusnya Pemerintah mencari solusi yang cerdas dan mendasarkan pada kepentingan nasional.Di sini kelompok Oposisi ingin menegaskan keberpihaknnya pada masyarakat (miskin) atau dengan kata lain kubu Oposisi menempatkan diri sebagai pembela dan pahlawan masyarakat miskin dengan menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM, seperti terdapat pada berita utama Kompas dana Suara Merdeka PDIP boikot RAPBN-P 2012. Pencitraan  negatif yang ditujukan kepada Penguasa/Pemerintah juga tampak pada kalimat (19) s.d. (21) dengan mengedepankan klausa semua kebutuhan naik, memberatkan rakyat miskin, warga mengeluhkan harga bahan pokok yang terus naik.  
4.4. Strategi dan Alur Berpikir Wacana Penguasa dan Non-Penguasa (Oposisi)

Dalam membangun wacana khususnya menyangkut masalah Nazarudin rencana kenaikan harga BBM, Partai Penguasa menggunakan alur berpikir  (1) mempertahankan  kekuasaan/ posisi, (b) citra bersih dan tidak bersalah, (c) supremasi hukum, (d) praduga tak bersalah, (e) bukti belum cukup, (f) tidak bersalah, (g) jangan dipolitisasi. Alur berpikir tersebut dijadikan sebuah model dalam menanggapi hujatan, umpatan, atau serangan lawan politiknya. Maka tidak heran jawaban yang muncul misalnya, Saya tidak koruipsi sepeser pun; jika saya terbukti, saya siap digantung di Monas, Andi Mallarangeng membantah kesaksian Nazarudin. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra bersih partai, khususnya Pemerintahan SBY. Kalaupun sudah ada yang terbukti bersalah, seperti Nazarudin, itu dikatakannya sebagai oknum. Oleh karena itu, untuk menjaga citra bersih itu pula buru-buru Nazarudin dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat.  Jargon supremasi hukum dan azas praduga tak bersalah yang ingin dicitrakan kepada publik menjadi alur beripikr berikutnya, maka statemen yang muncul, misalnya disampaikan oleh Andi Nurpati, “Partainya menyerahkan kasus Nazarudin yang menyeret sejumlah kader partai, pada proses hukum.” Akan tetapi, kita juga harus menghargai  azas praduga tak bersalah. Jadi, kata-kata belum cukup bukti, silakan dibuktikan, azas praduga atak bersalah menjadi kata-kata yang selalu diproduksi uang meyakinkan kepada khalayak. Karenanya, masalah kasus Nazarudin hendaknya tidak dipolitisasi. Kasus ini ada di dalam ranah hukum, jangan dibawa-bawa ke  ranah politik. 
Berbeda dengan kubu/Partai Penguasa, kubu oposisi menggunakan alur berpikir  (a) oposan, (b) pelanggaran hukum/korup, (c) tebang pilih, (d) menutup-nutupi/melindungi, (e) menuntut, (f) cukup bukti, (g) menghukum, (h) kebohongan publik. Dari alur beripikir ini lalu muncul tindak tutur, PDIP menolak kenaikan harga BBM, PDIP boikot RAPBN-P 2012. Pemerintah khususnya partai penguasa selama ini telah banyak melakukan pelanggaran hukum, bukti telah cukup, tetapi belum juga dihukum. Akan tetapi, di sisi lain jika ada orang/pihak lain yang melakukan tindak korupsi langsung dikenai hukuman. Jadi ada sikap tebang pilih. Oposan juga selalu mempertanyakan keseriusan Penguasa dalam menangani kasus lain, seperti Century, Anas Urbaningrum dan lainnya sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa Pemerintah menutup-nutupi kasus tersebut. Pernah disampaikan bahwa lebih dari 75 % Pemerintah telah melakukan kebohongan public.
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